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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hekim diddam memutukan suatu perkara memegang peranan  yang
penting ddam menegekkan Hukum dan Keadilan. Karena ddam hd ini Hakim
memutusken setigp perkaa Hukum “Demi Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan
Yang Maha Es’, demikian bunyi pasal 4 aya 1 Undang-Undang No. 4 Tahun
2004. Bagl Hakim ia terika akan ucgpannya dan terlebih lagi karena ia harus
sddu menyebut nama Tuhen ddam memberiken keadilan. Ha ini  berati
Hakim haus mempetanggungjawabkan sdtigp  putusannya  bagaimanapun
kepada Tuhan Yang Maha Esa

Menurut Bisman Sregar SH “dengan demikian berati bahwa Hakim
adalah Wakil Tuhan yang mengatas namakan keedilan”.*

Betgpa berat tugas Hakim karena ia harus berani untuk memikul tanggung
jawab balk dunia maupun akhirat.

Citacita untuk menegakkan Hukum haus sddu diusahaken suatu
kessimbangan antara kehendak untuk menjaga ketertiban. Pasd 1 Undang
undang No4 Tahun 2004 menyatekan bahwa kekuassen kehakiman addah
kekuassan Negaa yang medeka untuk menydenggarakan peradilan guna
menegekkan  Hukum  dan  Keadilan  bedasarkan Pancasla,  demi

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia

1 Wahyu Affandi, Hakim dan Penegakan Hukum, Hal 111



Hakim ddam mdaksanaken penegeken Hukum (Yudikatif) mempunya
tuges untuk meneima, memeiksa dan mengadili pekaa yang digukan
kepadanya. Hakim ddam memeriksa perkara bersfat padf, ddam ati Hakim
tiddk boleh mencai peakaa Jadi hatya mengima pekara yang digukan
kepadanya

Ddam menjdankan tugasnya Hakim wgib mendamakan para pihak. Pada
pringpnya upaya Hekim untuk mendamakan bersfat imperaive, hd ini dapat
ditarik dari ketentuan pasd 131 aya (1) HIR yang menjeaskan bahwa kdau
Hekim tidek berhasl mendamakan, maka ketidekberheslan itu  medt
ditegaskan dalam Berita Acara Sidang.?

Akan tetlgpi dengan diterbitkannya PERMA No. 2 tahun 2003, dengan
memaksskan secara imperdtive semua penyedesaian perkara mesti  terlebih
dahulu ditempuh mddui prosss mediad dan bau boleh ditempuh  proses
litigesi apabilamedias gagdl.®

Hd ini sgdan dengan pasd 3 aya 1 PERMA yang memerintahkan Hakim
untuk lebih dehulu menempuh medas.

Dengan berpegang pada kenyataen yang hidup ddam masyareka yang
menjadi  sumber dari  keahiran auranauran Hukum maka Hakim harus
menjdankan  fungs hukumnya dengan tanpa membedskan orang  aau
kekuasaan gpapun.

2 M. YahyaHarahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal 239
3 Ibid, Hal 159
4 Wahyu Affandi, Op Cit, Hal 11



Chambliss dan Sadmand juga mengatekan bahwa *“Peraturan-peraturan
yang dituyjuken kepada para pgaba penegek Hukum itu menghendeki agar
mereka menerapkan Hukum dengan cara yang sama terhadap setigp orang.”

Juga ddam Hukum Acaa Pedaa dikend suau Azas yaitu Azas audi et
alteram partem yang atinya pihak-pihak yang bersangkutan harus sama-sama
didengar, hd ini juga bersesuaian dengan pasd 5 ayat 1 Undang-undang No. 4
tahun 2004. Ddam peadilan pihak-pihdk  yang bersangkutan  harus
dipalekukan sama Tigp orang addah sama diddam Hukum. Hukum tidek
membeda-bedekan  attara kaya miskin, laki-leki - perempuan,  mempunya
kedudukan aau harus diperlakukan sama dan layak(far), kdau sampa terjadi
perlakuan yang tidek sama dan layak itu addah orangnya bukan Hukumnya
yang memperlakukan demikian.®

Sdain itu dikend juga azas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhang,
cepat dan biaya ringan merupakan azas yang tidek kadah pentingnya dengen
azas-azas lannyayang terdgpat dalam Undang-undang No.4 tahun 2004.

Yang dimaksud dengan sederhana addah acaranya jelas, mudah dipahami
dan tidek berbdit-bdit. Sedang kata oepat menunjukkan kepaeda jdannya
peadilan. Terldu banyak formdites meupakan hambaian bagi  jdannya
peradilan. Ditentukan biaya ringan agar terpikul oleh rakya. Biaya perkara
yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan  enggen

untuk menggjukan tuntutan hak kepada pengadilan.”

® Pendapat Chambliss dan Seidmand dikutip dari buku Sacipto Raharjo, Masalah Penegakan
Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, Hal 61

6 Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai |Imu Hukum Liberty, Y ogyakarta, 1984, Hal 114

7 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Y ogyakarta, 1982, Hal 24



Tetgpi kenyaaannya ddam praktek banyak tejadi bahken sudah menjadi
rahasa umum bahwa penydesaan perkara perdata tidek sederhana atau secepat
daupun dengan biaya ringan sepeti yang dikehendaki oleh pasd 5 aya 2
Undang-undang No. 4 tahun 2004.

Ddam hd ini  banyak faktorfaktor yang menentukan sehingga
penydessian pekaa Perdata mengdami hambatan di  Pengadilan  Negeri.
Adapun faktor penghamba bagi hekim ddam menydesakan pekara perdaa
addah mendaiangkan para pihek aaupun paa ssks karena jauh tempat
tinggdnya Sdan itu faktor penghamba penydessian pekaa perdaa
tergantung dari itikad bak para pihak itu sendiri aau kuasanya yang menangani
perkara tersebut. Kurangnya kesadaran hukum  para pihak atau kuasanya bisa
juga menjadi penghambat penydessian perkara pedaa Pengadilan  yang
merupakan public service oleh masyaaka banyak dirasskan  kekurangannya
ddam menydesakan perkara Perdata dengan secepat-cepatnya. Oleh sebab itu,
kaena ha&kim yang memimpin  pemeikssen dipersdangan meka peranan
Hakim sangat penting ddam mempercepat penydesaian perkara Perdata di
pengadilan Negeri, disamping itu tidek lepas dai patidpas para pihak untuk
mempercepat  penyelesaian perkara Perdata Karena antara Hekim dan para
Pihak merupakan dua komponen yang pding menentukan. Adanya kerja sama
yang bak dan adanya itiked bak dai pihak-pihak yang berperkara sangat
membantu  Hakim ddam memberikan putusan, sehingga dengan  adanya
kessdaran hukum dari masingmesng pihek peran hekim bisa dilaksanakan
dengan bak.



B. Rumusan Masalah

Perumusan mesdah yang jeas dan tearah akan sangat memudahkan
penditi ddam mencai daa menyusun dan mengandisa daa-dda yang
diperoleh:

1. Sgauh mana peranan Hakim dan para Pihak ddam ussha mempercepat

penyelesaian perkara Perdata di Pengadilan Negeri?

2. Faktor-faktor gpakah yang menghamba Hakim dan para pihak ddam

mempercepat penydesaian perkara Perdata di Pengadilan Negeri?

C. Tujuan

Beardasarkan laar bdakang dan perumusan masdah yang tdah diurakan
dimuka maka penditian ini mempunyai tujuan sebagal berikut:

1 Untuk mengelahui sampa sgauh mana peranan Hakim dan para Pihak

ddam ussha mempercepat penydesdan perkara Perdata di Pengadilan

Negeri.

2. Untuk mengetahui dan berussha mendash faktor-faktor penghambat

dalam penydesaian perkara Perdata di Pengadilan Negeri.

D.Manfaat Pendlitian
Adapun pendlitian ini dihargpkan dgpat memberiken manfaat diantaranya:
1. Bagi llmu Pengetahuan

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap khesanah ilmu  hukum  peda

umumnya dan pengembangan teori maka terkat dengan proses peradilan



dipengadilan negeri yang menyangkut peranen Hekim perdata dan paa
pihek.

2. Bagi Masyarakat

Dai penditian ini dihargokan dgpat memberikan sumbangan  kepada

maesyarakat, sehingga masyarakat dgpat mengetahui peranan hakim dan para
pihak ddam ussha mempercepat penydesaian perkara di pengadilan Negeri
Klaten.

3. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu  pengetahuen dibideng hukum  khususnya  hukum

acara perdata.

E. Metode Penelitian

Adgpun metode penditian yang digunekan penulis ddam penditian ini,
sehegal berikut:

1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang penulis gunakan addah jenis penditian yuridis
empiris Pendekatan secara yuridis dilakukan dengan mempelgari  Peraturan
Perundang-undangan, bukurbuku dan  dokumenrdokumen yang berkaten
dengan pembahasan masdah. Sedangkan Pendekatan  empiris  dilakukan
dengan mdihat pelaksanaan peranan Hakim dan Para Pihak ddam usaha

mempercepat penyelesaian perkara Perdata di Pengadilan Negeri Klaten



2. Jenis Pendlitian
Ddam penditian ini  penulis menggunekan jenis Penditian  Deskriptif,
Penditian Deskriptif addah dimaksudkan untuk memperdeh daa yang
lengkep dengan memberiken gambaran tentang keadaan subyek aau obyek
pendlitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.
3. Sumber Data
a Data Primer
Data ini diperoleh secaa langsung dai lgpangan untuk  memperoleh
penjelasan mengenai Obyek Pendlitian.
b. Data Sekunder
Berupa keterangan daas fakta yang diperoleh secara tidak langsung
tetapi diperoleh medui Study Pudaka, literature, Peraturan Perundang
undangan, karya ilmigh dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan
mesdlah yang ditditi oleh penulis
4. Metode Pengumpulan Data
a. Pendlitian Kepustakaan
Metode merupekan da pengumpulan data yang dilakukan mddui data
tertulis dari literature dan Peraturan Perundang-undangan, serta buku-buku
yang ada katannya secaa langaung dengan obyek yang ditditi. Cara ini
dimaksudkan untuk mencari  konsgpd-konsepd,  teori-teori, pendapat  atau
penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.
b. Pendlitian Lgpangan

- Wawancara (Interview)



Metode pengumpulan data dengan jdan mengadakan Tanya jawab
secaralangsung pada pihak yang bersangkutan.
- Observas
Teknik pengumpulan data dengan caa menditi dan mengamati
secaralangsung yang ditdliti.
5. Andisa Daa
Daa yang dipaoleh diandisa dengan metode andisa Deskriptif kudlitatif
yatu daa yang diperoleh akan digambarkan sesua dengan keedaan yang
sebenanya, gpa yang dikatakan responden balk secara lissn maupun tulisan
yang akan ditditi dan dipdgai sdbagd sau kesstuan yang utuh kemudian
diandisa guna menjawab permasdahan yang digukan dan mencai jdan
kduar yang dihargoken hingga akhirnya akan didapat suatu skrips  yang
ilmiah.

F. Sstematika Skrips
Sgemaika Skripd memberikan gambaran dan  mengemukekan garis
besar krips agar memudahkan diddam mempdgari sduruh isnya
Adapun Skrips yang penulis susun addah sebagal berikut:
BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Beakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penditian

D. Manfaat Penditian



E. Metode Penditian

F. Sdemaika Skrips

BAB Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum mengena Hukum Acara Perdata

1. Proses Beracara Perdata di Pengadilan

B. Tinjauan Mengena Peranan Hakim dan Paa Phak ddam Penydesaan

Perkara Perdata

1. Sumber-sumber untuk menemukan Hukum bagi Hakim

2. Tugas Hakim Perdata

3. Kewgiban Hakim Perdata

4. Peranan Hakim ddam Menydesaikan Perkara Perdata

5. Kewgjiban Para Pihak atau Kuasanya dalam Perkara Perdata
6. Peranan ParaPihak atau Kuasanya ddam Perkara Perdata

BAB I1l. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1

Peanan Hakim dan Paa Phak ddam Usdha Mempercepa
Penydesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Klaten.
a. Peranan Hakim
b. Peranan Para Pihak
Faktor-faktor Penghambat dalam Penydesaian Perkara Perdata
a. Faktor Penghambat pada Hakim

b. Faktor Penghambat pada Para Pihak atau Kuasanya



B. PEMBAHASAN
1 Peanan Hakim dan Para Phak ddam Ussha Mempercepa
Penyedesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Klaten.
a  Peranan Hakim
b.  Peranan Para Pihak
2. Faktor-faktor Penghambat daam Penyed esaian Perkara Perdata
a.  Faktor Penghambat padaHakim

b.  Faktor Penghambat pada Para Pihak atau Kuasanya

BAB IV. PENUTUP
A. Kesmpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN





